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“An Unexamined life is not worth living” 
—Socrates— 

 
“It is not death that a man should fear but he should fear never 
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—Marcus Aurelius— 

 
“Yesterday is history, tomorrow is mystery but today is a gift. That’s why 
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ABSTRACT 
This study discusses the Capacity Development of Environmental Supervisory 

Officials in the Environment and Land Service of South Sumatra Province based on 

the Grindle Theory on the dimension of human resource capacity development 

consisting of several types of activities, namely, recruitment, training, salary system 

and working conditions. This research was motivated by the phenomenon of lack of 

environmental supervisory officials both in terms of quantity and quality. The 

research method used is qualitative research that is descriptive. The data sources 

used are primary data and secondary data. Data collection techniques used through 

observation, interviews, documentation. The results showed that the capacity 

building of environmental supervisory officials in the Environment and Land Service 

of South Sumatra Province was still not optimal in the appointment procedure 

(recruitment) and capacity building (training) in the form of training in the 

functional positions of environmental supervisors. Suggestions that can be given 

from the results of this study are to conduct employee resource management in the 

form of analysis of existing employees based on competencies and supporting 

experience so as to produce accurate data on the potential of employees who are 

prepared to become environmental supervisory officials and conduct training based 

on competency and performance gaps. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini membahas mengenai Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas 

Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera 

Selatan yang didasari oleh Teori Grindle pada dimensi pengembangan kapasitas 

sumberdaya manusia yang terdiri dari beberapa tipe aktivitas yaitu, rekrutmen, 

pelatihan, sistem gaji dan kondisi kerja. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh 

fenomena kurangnya pejabat pengawas lingkungan baik dari segi kuantitas maupun 

kualitas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat 

deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara, 

dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas pejabat 

pengawas lingkungan hidup di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi 

Sumatera Selatan masih belum maksimal pada prosedur pengangkatan (rekrutmen) 

dan peningkatan kapasitas (pelatihan) berupa Diklat pada jabatan fungsional 

pengawas lingkungan hidup. Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini 

yaitu melakukan manajemen sumberdaya pegawai berupa analisis pegawai yang ada 

berdasarkan kompetensi dan pengalaman pendukung sehingga menghasilkan data 

yang akurat tentang potensi pegawai yang dipersiapkan untuk menjadi pejabat 

pengawas lingkungan hidup dan menyelenggarakan pelatihan berdasarkan 

kesenjangan kompetensi dan kinerja. 

 

Kata Kunci: Pengembangan Kapasitas, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Dinas 

Lingkungan Hidup dan Pertanahan 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Secara historis konsep pengembangan kapasitas berawal muncul ketika bentuk 

konvensional dukungan secara teknis dan moneter yang diberikan oleh lembaga 

pembangunan internasional dan penyokong dana gagal untuk memecahkan masalah 

terkait pembangunan dan mencapai hasil yang diharapkan (Danquah et al., 2022). 

Berdasarkan hal itu disadari bahwa hanya menyediakan sumberdaya keuangan, fisik 

dan informasi saja tidak cukup dan tidak dapat menyelesaikan masalah-masalah yang 

kompleks dan dinamis. Hal itu mengawali penyadaran akan pembangunan yang lebih 

urgen dan perlu diutamakan. 

Menyadari akan pentingnya pembangunan yang melibatkan sumberdaya 

manusia maka pengembangan kapasitas mulai beralih pada dimensi internal individu 

yakni pada pengembangan kapasitas sumberdaya manusia. Asumsi tersebut didasari 

atas konsep Human Resource Development yaitu bahwa sumberdaya yang lain 

memang membuat sesuatu menjadi mungkin sebagaimana pembangunan namun 

orang-oranglah yang akan membuat sesuatu itu terjadi. Disinilah peran penting 

sumberdaya manusia. 

Keterlibatan sumberdaya manusia dalam pembangunan ini jelas akan 

memberikan suatu konsekuensi untuk pemanfaatannya secara efektif dan efisien agar 

tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai. Oleh karena itu, sumberdaya 

manusia perlu dilakukan peningkatan kapasitas. Istilah kapasitas menunjukkan 

kapabilitas yang diperlukan untuk memikul suatu tanggung jawab dalam rangka 

peningkatan individu dan lingkungan kerja. Hal tersebut termasuk keterampilan 
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khusus pekerjaan, seperti mengoperasikan mesin, pengetahuan teknis, dan 

keterampilan manual, serta keterampilan umum, seperti keterampilan konseptual, 

diagnostik, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan komunikasi (Kühl : 

2009 dalam Danquah et al., 2022). 

Hal tersebut berimplikasi pada kebutuhan manusia dalam merespon perubahan 

yang terjadi secara terus menerus pada setiap aspek kehidupan manusia. Salah 

satunya adalah dalam organisasi nirlaba atau pemerintahan. Pelayanan yang 

diberikan oleh organisasi sektor publik yang terkesan birokratis telah mengalami 

perubahan paradigmatis seiring berjalannya waktu sampai pada paradigma New 

Public Management yang cenderung mengacu pada kebutuhan pelayanan publik 

pada saat ini. 

Kebutuhan manusia akan peningkatan kapasitas untuk menyesuaikan diri 

dengan keadaan dan lingkungan ini menjadi pencerahan bagi organisasi sektor 

publik, apalagi yang menjadi garda terdepan dalam pembangunan suatu entitas 

nasional. Akhirnya pembangunan mulai berfokus pada sumberdaya manusia untuk 

mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan beretika. Mengingat tema sentral 

dan tujuan dari pengembangan kapasitas bahwa setiap tujuan pembangunan jangka 

panjang dapat dicapai secara berkelanjutan jika organisasi yang disponsori, 

masyarakat dan bahkan negara dapat mengembangkan kumpulan bakat yang tepat 

melalui intervensi pengembangan sumberdaya manusia yang diperlukan. 

Di Indonesia sendiri dengan seiring waktu mulai sadar akan urgensi 

pengembangan kapasitas aparatur sipil negaranya terlebih mereka yang memegang 

suatu jabatan penting dalam pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat. Oleh 

karena hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
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Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 mengamanatkan 

pembangunan kapasitas (capacity building) aparatur negara melalui reformasi 

birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme dan dalam rangka untuk mewujudkan 

tata pemerintahan yang baik (good government) di tingkat pusat maupun daerah. Hal 

tersebut agar dapat mendukung pembangunan di bidang yang lainnya.  

Aparatur Sipil Negara (ASN) atau sering kita ketahui dengan pegawai negeri 

sipil (PNS) memegang peran penting dalam reformasi di Indonesia. Citra sebuah 

pemerintahan dilihat dari kapasitas aparaturnya sehingga pembahasan mengenai 

pengembangan kapasitas pegawai pada pemerintahan menjadi isu yang strategis dan 

relevan karena masih buruknya citra aparatur pemerintahan hingga saat ini. Hal itu 

digambarkan dengan rendahnya tingkat profesionalisme dan kapasitas yang belum 

maksimal dan memadai sehingga terkadang memerlukan tenaga jasa tambahan dari 

eksternal organisasi pemerintah. 

Hal tersebut didasarkan pada pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas disalah satu 

artikel nasional kompas.com, mengatakan bahwa indeks aparatur sipil Negara 

Indonesia lebih rendah dari Negara-negara lain (26/9/2022). Tambah dari platform 

artikel yang sama Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara (LAN) Reny 

Suzana menyatakan bahwa jika dilihat dari parameter global, baik secara Global 

Competitiveness dan Human Development Index kualitas ASN Indonesia masih 

berada dibawah Negara lain di kawasan Asia Tenggara (26/7/2022). 

Pernyataan sebelumnya itu berhubungan dengan kualitas ASN di Indonesia 

dilihat dari segi profesionalitasnya. Lalu berkaitan dengan aparatur sipil Negara 

(ASN) sendiri merupakan suatu bidang pekerjaan atau profesi yang dipegang oleh 
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pegawai negeri sipil dan pegawai yang diangkat pemerintah dengan perjanjian kerja 

yang biasanya berlokus kerja pada instansi pemerintah. Adapun pegawai aparatur 

sipil Negara adalah PNS dan PPPK yang diangkat oleh pejabat pembina 

kepegawaian dan diberi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas 

negara lainnya kemudian digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, 

Aparatur sipil Negara ini dibagi menjadi 3 (tiga) jabatan yakni jabatan administrasi, 

jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi. Dalam hal ini peneliti berfokus pada 

Jabatan Fungsional, yang merupakan jabatan teknis yang tidak dicantumkan dalam 

struktur instansi atau organisasi sektor publik namun dari perspektif tugas dan 

fungsinya dibutuhkan dalam pelaksanaan tupoksi organisasi. Menurut Peraturan 

Pemerintah No 40 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, 

jabatan fungsional didefinisikan dengan suatu kedudukan yang mengindikasikan hak, 

tugas, wewenang dan tanggung jawab seorang pegawai negeri sipil dalam suatu 

instansi pemerintah atau organisasi yang dalam menjalankan atau melaksanakan 

tugasnya didasari dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta sifatnya 

mandiri. 

Mengacu pada definisi tersebut dalam hal ini peneliti mengerucutkan lagi 

jabatan fungsional tersebut kedalam dua jenis jabatan fungsional yakni jabatan 

fungsional berdasarkan keahlian dan jabatan fungsional berdasarkan keterampilan. 

Dari hal tersebut berdasarkan subjek yang diteliti oleh peneliti merupakan salah satu 

jenis jabatan fungsional berdasarkan keahlian yakni jabatan fungsional pengawas 

lingkungan hidup. Dari hal tersebut menunjukkan bahwa seharusnya pejabat 
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fungsional pengawas lingkungan hidup setidaknya menguasai kepakaran pada 

bidangnya agar pelayanan yang diberikan maksimal dan efektif serta efisien kepada 

publik. 

Menurut Permen PAN & RB Nomor 22 Tahun 2019, Jabatan Fungsional 

Pengawas Lingkungan Hidup merupakan sebuah kedudukan dalam suatu pekerjaan 

yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, kewajiban dan keahlian 

tertentu untuk melaksanakan pengawasan dan/atau ketaatan terhadap peraturan 

perundang-undangan lingkungan hidup. Kemudian Pejabat pengawas lingkungan 

hidup yang selanjutnya disebut pengawas lingkungan adalah seorang pegawai negeri 

sipil yang diberikan tugas, kewajiban, wewenang dan hak hukum secara penuh oleh 

pejabat yang berwenang untuk mengawasi dan/atau menegakkan hukum lingkungan 

hidup. Jadi bukan hanya sebagai tugas dan kewajiban namun juga diberikan hak 

padanya untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya. 

Di Indonesia sendiri menurut data pada Buku statistik aparatur sipil Negara per 

30 Juni 2022 yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara menunjukkan 

Jabatan Fungsional menjadi jenis jabatan terbanyak diantara jenis jabatan lainnya. 

Maka dari hal tersebut menunjukkan adanya ketidakstabilan struktural dalam 

organisasi dengan banyaknya jabatan teknis yang diduduki dalam suatu organisasi.  

Dari hal tersebut pula seharusnya menjadi perhatian lebih bagi pemerintah untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan yang akan diberikan oleh pejabat fungsional 

tersebut, salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan pengembangan kapasitas. 

Dominasi jenis jabatan fungsional ini dikarenakan adanya kebijakan 

pemerintah terhadap penyederhanaan birokrasi yaitu, dialihkannya pejabat Struktural 

tingkat Administrator atau Eselon III dan Pengawas atau Eselon IV di Instansi Pusat 
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dan Daerah menjadi pejabat Fungsional. Dari hal tersebut pemerintah harus juga 

memikirkan untuk memaksimalkan kinerja dari dominasi jabatan aparatur sipil 

Negara ini karena akan lebih memperlihatkan keadaan yang lebih baik saat yang 

dominan dimaksimalkan untuk memberikan kinerja yang baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atas dasar Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah mengindikasikan bahwa desentralisasi pemerintahan sangat diperlukan 

dan penting. Melihat pernyataan sebelumnya bahwa data dari pemerintah pusat 

mengenai jabatan fungsional lebih banyak dari jabatan yang lainnya, dengan 

adanya Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Pemerintah daerah diberi 

wewenang untuk mengurus pemerintahannya sendiri yang dalam hal ini yang 

lebih tahu tentang kebutuhan pegawainya. Dinas Lingkungan Hidup dan 

Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan misalnya, merupakan salah satu instansi 

pemerintah daerah  yang berbeda dengan data dari pemerintah pusat tersebut, 

pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan 

sebaliknya malah kekurangan pejabat fungsional pada bidang lingkungan. Hal 

tersebut berdasarkan pernyataan pada Perubahan Rencana Strategis 

Gambar 1 Jumlah ASN berdasarkan Jabatan 
Sumber: Buku statistik ASN BKN, 2022  
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(RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumsel Tahun 2019-

2023 yang kurang memperhatikan sumberdaya manusia terindikasi pada analisis 

SWOT pada bagian kelemahan (weakness) yakni, “Masih terbatasnya SDM baik 

dari segi jumlah, maupun dari segi kapasitas yang dapat memahami permasalahan 

lingkungan hidup, hal ini terlihat dari belum adanya pejabat fungsional bidang LH 

di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumsel” (Perubahan Renstra 

DLHP Sumsel 2019-2023). 

Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa terbatasnya SDM dan 

kapasitas pegawai mengakibatkan kurang maksimalnya kinerja organisasi atau suatu 

instansi pemerintah jika sumberdaya manusianya tidak kapabel dalam memegang 

tugas dan tanggung jawabnya dan hal tersebut didasari oleh pengetahuan yang dalam 

hal ini bisa didapat dalam pengembangan kapasitas. Pernyataan tersebut bukan hanya 

sekedar asumsi, namun peneliti telah mengkonfirmasinya dari kajian dan penelitian 

yang bukan hanya dari disiplin ilmu yang sama yakni dari Andi Irmawati Yusuf et 

al., 2021; Suardi et al., 2020; Juwita, 2019; Kunci, 2018 & Yamoah, 2014 

menunjukkan adanya hubungan antara pengembangan kapasitas sumberdaya 

manusia dengan kinerja serta adanya pengaruh signifikan pengembangan kapasitas 

aparatur dengan kinerja pegawai maupun organisasi. 

Selaras dengan pernyataan sebelumnya melihat kinerja dari pejabat pengawas 

lingkungan hidup sendiri masih belum maksimal melihat masih banyaknya kasus 

distorsi lingkungan hidup akibat pembangunan yang pesat sehingga merusak fungsi 

lingkungan hidup seperti kualitas sungai, dari 21 sungai yang setiap tahun dipantau 

85 persen tercemar, baik berat maupun sedang. Di sisi kualitas udara, nilai IKU 

(Indeks Kualitas Udara) mencatat data 9 kabupaten/kota yang nilai Indeks Kualitas 
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Udara berada di bawah nilai provinsi. Sementara itu sejak 3 (tiga) tahun terakhir, 

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mencatat telah terjadi 50 kasus lingkungan 

pencemaran atau kerusakan lingkungan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan 

(Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Sumsel, 2020). 

Dokumen IKPLHD Sumsel tersebut mencakup data pada tahun 2021. 

Tabel 1 Pengawasan Izin Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, Surat Pernyataan 

Pengelolaan Lingkungan) 

No. Nama Perusahaan Waktu (tgl/bln/thn) Hasil Pengawasan 

1 PT. Sumatera Prima Fiberboard  17-19 Februari 2020 Belum melaporkan 

UKL/UPL  

2 PT. Prima Mulia Sarana Sejahtera  04-06 Agustus 2020 Sudah Taat terhadap 

Dokumen AMDAL 

dan RKL/RPL 

3 PT. Bukit Asam Tbk Tanjung 

Enim  

06-10 Juli 2020 Tidak melakukan 

inventarisasi/ 

identifikasi sumber-

sumber kerusakan 

lingkungan akibat 

pertambangan. 

4 PT. Swarna Dwipa Jaya 

(Dermaga)  

17-19 Agustus 2020 Belum melaksanakan 

kewajiban 

pengelolaan dan 

pemantauan yang ada 

didalam dokumen 

RKL-RPL 

5 PT. Diza Matra Powerindo  14 -16 Juli 2020 Belum melaksanakan 

kewajiban/ 

komitmen dalam 

matrik RKL –RPL. 

6 PT. Asta Maharanita (tambang)  01 – 02 Juli 2020 Telah melakukan 

pengelolaan dan 

apemantauan kualitas 

air dan udara. Telah 

memiliki izin 

lingkungan. 

7 PT. Priyamanaya Energy 

(Tambang Batu Bara)  

03 – 04 Juli 2020 Telah melakukan 

pengelolaan dan 

pemantauan 

lingkungan hidup 

dengan dokumen 

AMDAL dan izin 

lingkungan tetapi 

belum memenuhi 

semuanya 

8 PT. Bumi Gema Gempita  11-12 Agustus 2020 Telah melakukan 
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pengelolaan dan 

pemantauan 

lingkungan hidup 

dengan dokumen 

AMDAL dan izin 

lingkungan tetapi 

belum memenuhi 

semuanya 

9 PT. PLTU Priyamanaya  14 s.d. 16 Juli 2020 Terdapat lahan 

terkontaminasi 

PLTU Keban Agung 

PT. Priamanaya 

Energi yang belum 

dilakukan 

pengelolaan 

10 PT. Pinago Utama  7 s.d. 28 Februari 2020 PT. Pinago Utama 

tidak melakukan 

penanganan limbah 

yang berasal dari 

kegiatan operasional 

pabrik 

11 PT. Bumi Beliti Abadi  20-24 Juli 2020 Belum melakukan 

Pengelolaan dan 

Pemantauan Air 

Limbah Domestik 

12 PT. Karya Indo Sejatiutama  20-24 Juli 2020 Belum Melakukan 

Pengelolaan dan 

Pemantauan Limbah 

domestik 

13 PT. Selatan Agung Sejahtera  20-24 Juli 2020 Belum melakukan 

Pengelolaan dan 

Pemantauan Air 

Limbah Domestik 

14 PT. PLN (Persero) Sektor Bukit 

Asam  

24-26 September 2020 Limbah hanya 

disimpan di dalam 

disposal area dan 

telah melebihi jangka 

waktu penyimpanan 

365 hari dengan 

kategori 2b. 

15 PT. Muara Alam Sejahtera  17-19 Juli 2020 Tidak memelihara 

sarana pengendali 

erosi (hampir seluruh 

KPL mengalami 

pendangkalan). 

16 PT. Mustika Indah Permai  03-05 september 2020 Belum melakukan 

Pengelolaan dan 

Pemantauan Air 

Limbah Domestik 

17 PT. Semesta Mitra Sejahtera  Belum melaksanakan 

dan menyampaikan 

laporan pelaksanaan 
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pengelolaan dan 

pemantauan 

lingkungan hidup 

sesuai dokumen 

UKL - UPL dan izin 

lingkungan yang 

sesuai peraturan 

perundangan bidang 

lingkungan hidup 

18 PT. Pratama Nusantara Sakti  19-20 Oktober 2020 Tidak melakukan 

pengelolaan 

lingkungan hidup 

dalam dokumen 

lingkungan hidup 

AMDAL (ANDAL, 

RKL/RPL) 

19 PT. PN. Cinta Manis  23 -24 Oktober 2020 Tidak melakukan 

pengelolaan limbah 

Bahan Berbahaya 

dan Beracun secara 

benar 

20 PT. Bara Alam Utama  17 -19 Juli 2020 - Tidak taat dalam 

pembersihan lahan.- 

Tidak taat dalam 

pengupasan tanah 

pucuk.- Tidak Taat 

dalam pengupasan 

batuan penutup.- 

Tidak taat dalam 

penambangan.- 

Tidak taat dalam 

penimbunan.- Tidak 

taat dalam 

reklamasi.- Tidak 

taat dalam revegetasi 
Sumber : diolah penulis dari Dokumen IKPLHD, 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2 Grafik Hasil Pengawasan Lingkungan 
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Berdasarkan tabel 1 dan grafik hasil pengawasan tersebut lebih menegaskan 

bahwa perlunya intensifikasi pengawasan lingkungan oleh pejabat pengawas 

lingkungan hidup untuk menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan. 

Melihat dari hasil pengawasan bahwa masih banyaknya pelaku usaha/perusahaan 

yang belum taat dalam pengelolaan lingkungan. Dari banyaknya pelaku usaha/ 

perusahaan yang ada di Sumatera Selatan yang terdata hanya 20, menunjukkan 

bahwa pengawasan lingkungan hidup ini belum menyeluruh. 

Pihak DLHP Provinsi Sumsel sendiri juga telah menyatakan pada Dokumen 

IKPLHD Sumsel 2020 bahwa penyebab banyaknya kasus dan/atau kerusakan 

lingkungan dengan pernyataan sebagai berikut, 

“Banyak hal yang menjadi penyebab masih adanya kasus-kasus 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, namun penyebab 

utama yang dapat diidentifikasi adalah lemahnya pengawasan dan 

pengendalian lingkungan hidup. Dari segi sumberdaya manusia 

misalnya hingga saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

baru memiliki tiga orang pejabat fungsional pengawas 

lingkungan….” (IKPLHD Sumsel, 2020). 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan dalam kinerja 

pengawasan lingkungan hidup ini bukan hanya dari segi kapasitasnya namun juga 

salah satunya adalah kuantitas dari pejabat pengawas lingkungan hidup itu sendiri. 

Ini selaras dengan fokus dari teori Capacity Building yang peneliti gunakan dari 

Grindle pada Dimensi Human Resource Development yakni penyediaan tenaga 

teknis dan profesional. Oleh karena itu melihat dari berbagai permasalahan yang 

sudah dipaparkan sebelumnya, peneliti tertarik untuk meneliti topik pengembangan 

kapasitas pada pejabat pengawas lingkungan hidup di Dinas Lingkungan Hidup dan 

Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti menyimpulkan sebuah 

rumusan masalah yaitu Bagaimana Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas 

Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Sumatera Selatan?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan dari 

penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui Pengembangan Kapasitas 

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan 

Provinsi Sumatera Selatan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan 

sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Administrasi Publik khususnya 

berkaitan dengan Manajemen Sektor Publik berupa hal-hal yang berkaitan dengan 

pengembangan kapasitas sumberdaya manusia. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan kepada 

masyarakat mengenai Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan 

Hidup serta dapat memberi masukan bagi Dinas Lingkungan Hidup dan 

Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan untuk dapat meningkatkan kualitas 

penyelenggaraan pengembangan kapasitas pejabat fungsional pengawas 

lingkungan hidup untuk dapat mencapai tujuan lebih optimal. 
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